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Abstrak

Pada zaman sekarang tindak pidana tidak saja dilakukan oleh orang dewasa,
tztapi juga sudah dilakukan cleh anak di bawah umur. Salah satu contoh tindak
nidana yang dilakukan oleh anak yanp paling sering dilakukan adalab tindak
pidana pencurian. Tindak pidana pencurian ini dilakukan olch anak di bawah
umur disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor himpitan
chonemi yang dialami orang tva yang menjadl pemicu utama terjadinya tindak
pidana pencurian vang dilakukan oleh anak, selain itu juga faktor lingkungan
tempat anak berkembang. Selain faktor-faktor itu juga didukunz oleh faktor
pendidikan, kelamin dan banyak faktor lainnya. Menyikapi masalah tindak pidana
pencurian yang dilakukan aleh anak ini pemerintah mengeluarkan UL No. 3 abun
1997 tentang Pengadilan Anak, dimana sebelumnya peradilan pidana kit
memakal pasal 45, 46, 47 KUHP untuk menvelesaikan perkars anak, Namun
dalam pegalapan nya undang-undang ini belum berjalan secara optimal, Hal
milah yang memboat penulis tertarik  untuk meneliti tentang  Mekanisme
Fermeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yanp Dilakukan Oleh Anak Di
wilivah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hari,
Adapun permasalahan  yang diangkat yaitu ;&) DBagaimana Mekanisme
Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Olel Anak Di
wilavah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hari?, b)
Apakah Yang Menjadi Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Penyelespion
Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hari? Pendekatan masalsh
vang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengamati pelaksanaan hukum di
dalam masyarakat apakah telah dijalankan sesuai dengan apa vane dimuat dalam
uncang-undang. Metode vang dipaksi dalam pengumpulan data adalah metode
wawancara  dan studi kepustakaan, Berdasarkan  hasil  penclitian bahwa
pemeriksaan terhadap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak aparat penegak
hukum menggunakan dua hukum acara yailu KUHAP dan UL N, 3 wbhun 1997
wentang pengadilan anak tetapi tetap KUHNAP menjadi pedoman dominan, Yang
menjadi kendala uwtama aparat penegak  hukem dalam melakukan pemeriksaan
terhadap perkara pencurian oleh anak adalah pada tiap-tiap sub sistem peradilan
pidana (polisijaksahakim) befum memiliki pengalaman vang banyak terutama
menangan] perkara anak nakal.



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini semakin banyak saja
fenomena-fenomena vang kita hadapi dan kita temukan di dalam kehidupan
schari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya sepertl fenomena di
sidang ckonomi, bidang sosial-budaya, bidang politik, dan bidang hukum, Di
antara bidang-bidang tersebut yang menjadi sorotan wtama adalal fenomena di
bidang lukum. Kita juga dapat melibat balwa sckarang tindak pidana tidak saja
dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga pada zaman sekarang tindok pidana
sudah dilakukan oleh anak di bawah umur stau orang vang belum dewasa’.
Sehagal contohnya kita dapat melihat misalnya tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak. Banyak anak vang melakukan tindak pidana scperti balnya
pencurian disebabkan banyak faktor, di antaranya adalah faktar him pilan ckonomi
vang dialami erang tua, keluarga, lingkungan sosial, dan lain-lain, Olch karena ity
unmuk menyikapi masalah tindak pidana pencurian vang dilakukan aleh anak in
mizka perlu diadakan tindakan yang lebih serius oleh aparat penegak hukum.

Menyikapt masalah perkara tindak pidana yang dilakukan aleh anak seperti
tUndak pidama pencurian organisasi kepolisianlah sebagai ujung tombak satu-
satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejabatan
~2lam masyarakal, Dalam sistern peradilan pidana di Indonesia Pihak kepolisian

zdalah pibak pertama atau sub sistem pertama dari sistem peradilan  pidana

' Pasal 330 Buku Perlama bab XV bagian pertama Kitah Undang-Undang Hukom Perdita.



Indonesia yang bertindak apabila terjadi tindak pidana di dalam masvarakat, Pilhnk
kepolisian dalam mengambil tindakan harus berdasarkan peraturan yang berlaku
vaitu mengacu pada Undang-undang No. 8 tabun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, yang merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana
vang benar-bepar bekerja denpan baik dan berwibawa  sertn benar-benar
memberikan perlindungan bukum terhadap  harkat dan martabat  tersangka,
teriuduh atau terdakwa sebapai manusiz®. Dalam konteks inilah kit berbicars
wentang mekanisme  peradilan pidana sebapal sustu proses. Tahap perlama
penyelesaian perkara pidana oleh pihak kepolisian dimulai denpan  suatu
penyelidikan oleh peryelidik. Hal ini dilakukan oleh penyelidik guna mencari dan
menemukan suatu peristiva yang diduga sebagai tindak pidana agar dapat
diteruskan pada tahap penyidikan'.

Setelah terbukti telah terjadi tindak pidana maka tindakan berikutnya vang
diambil oleh pihak kepolisian adalah melakukan penvidikan. Penyidik polisi
dalam pemeriksaan perkara tindak pidana vang dilakukan oleh anak sepert]
pencurian yang dilakukan anak mengacu pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Na. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi “penyidik wajib memeriksa
ersangka dalam sussana kekeluargaan™,

Namun terkadang dalam realitanva di lapangan Hak-hak anak di dalam prosgs
pemeriksaan olch penyidik polisi kurang dilindungi yaitu anak sering mEmII!ﬂpﬁt
“zxanan dalam proses pemeriksaan. Bentuk tekanan pada tersangka anak tersebu
berupa fisik maupun mental . Tekanan fisik biasanys berupa kontak fsik dalam

pemeriksaan tersangka ansk penyidik polisi tak sepan melakukan kekerasan

* Homli Atmaszagmite, Sistem Peradifan Pidana, Bina Cipta, Jakzria, 1995, hal 33,
* Likat Pasal 1 batir (3) KUHAP.
! Prapenelitian di Palres My bulian

)



BAB 1V

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari pembabasan permasalahan skeipsi ini adalah:

A. Kesimpulan

E

=8

Pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian vang dilakukan olch anak di
wilavah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Kabupaten Batang Hard
meliputi beberapa tahap. Pemeriksaan oleh penyidik polisi (penyelidikan,
penyidikan, pemanggilan saksiftersanpka, pepangkapan, pemeriksaon saksi/
tersangka, penabanan, penyitaan). Tahap penuntutan aleh Jaksa Pepuntul
Umum. Tahap pemeriksaan di penpadilan diawali pemeriksaan saksi-saksi,
dakwaan,  pemeriksaan  terdakwa, tuntutan, pembuktian,  kesimpulan,
plstiusan, Setelab putusan hakim yang punya kckoatan hukum tetap maka
selanjutnya terdakwa dilimpabkan ke lembaga pemasyarakatan anak.

Yang menjadi kendala ulams pemenksaan terhadap perkara anak nakal
adalah SDM yang dimiliki masing-masing sub sistem peradilan pidana
(polisi, jaksa penuntut wumum, hakim} yang masth rendah  terotama

penyelesaian terhadap perkara anak nakal.

B. Saran

1.

Lebih mensosialisasikan lagi UL No. 3 abun 1997 entang Pengadilan
Anak tidak hanva kepada masyarakal 1etapi juga 41 wlamakan pada aparat
penegak hukum wyang berada dalam suatu sistemn peradilan pidana apar
dapat terlaksana dari apa vang digariskan oleh undang-undang terscbut

schingga memberikan kepuasien bagi semua pihak terutama perlindungan
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